
j:,,,L

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG:

LEMBAGA KEMASYARAI{ATAIT I(ALURAIIAN

I(ALURAHAN TIRTOSARI
I(APANEWON KRETEK I(ABUPATEN BANTUL

TAHUN 2422



Menimbang

Mengingat : 1

SALINAN

LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOSARI,

bahwa unfirk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat (3) Peratr:.ran Bupati Bantu Nornor 76 Tahun
2O2L tentang Lernbaga Kernasyarakatan
Kalrrahan, perlu menetapkan Peraturan
Kaluralean tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan;

Pasal 18 ayat (6) Undarrg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang
Keistimewaarl Daerah Istimewa Yograkarta
(Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nornor 17O, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarlg
Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia fahun
2OO4 Nornor 7, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagairnana
telah diubah dengan Undarrg-Undang Nomor 11
Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 245,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pernerintah Nomor 43 Talrrn 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 tentan:g Desa (Lembaran
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L23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kati terakhir dengan Peratrrran
Pemerintah Nomor l L Tahun 2OL9 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tatrun 2OL4 tentang Per-aturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun
2C-L4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 4L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pernberdayaan dan Kesejahtera Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7
Nornor 2261;

6. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2OLa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lernbaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahrrn 2U^18 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2OL9
tentang Karang Ta-rrrna (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2:^19 Nomor 1654);

8. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2O2O tentang Peratrrra-:a Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nornor 99 Tahun 2OL7 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7
Nomor 226);

9. Peraturan: Grrbernur Daerah Istimewa Yoryakarta
Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Pedoman Peme-
rintatran Kaluralean (Berita Daerah. Daerah
Istirnewa Yograkarta Tahrrn 2O2O Nomor 2);

10. Peratrrran Daerah Kabupaten Bantul Nornor 9
Tahun 2OL9 tentang Penetapan Kalurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2}lg
Nomor 9, Tambahan Lembarafl Daerah Kabupaten
Bantul Nornor 119);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2O2O

tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2O2O Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2OL9 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
82 Tahun 2019 tentang Pengelolaafl Keuangan Desa



L3. Perafirran Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2O2O
tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabu-paten Bantul Tahun 2C20 Nomor 86);

L4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2O2O
tentang Pedornan Teknis Pen5rusrrnan Produk
Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabrrpaten
Bantul Tahun 2O2O Nornor 87);

15. Peraturan Bupati Bantrrl Nornor 76 Tahun 2O2L
tentang Lembaga Kernasyarakatan Kalrrrahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2O2L
Nomor 76);

16. Peratrrran Desa Tirtosari Nomor 1 Tahun 2C.17
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahrrn 2Ol7-2A22 {Lere:baran Desa Tirtosari
Tahun 2017 Nomor L);

77. Peratura:: Kalurahan Tirtosari Nornor 7 Tahun
2O2O tentang Kewenangan Kalurahan Tirtosari
(Lernbaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2O2O Nornor
10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAI.I TIRTOSARI

dan

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN TIRTOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peratrrran Kalrrrahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kaluraha:: yang selanjutnya di-
singkat LKK adalah wadatr partisipasi masyarakat, sebagai
rnitra Pernerintah Kalurahan, ikut serta dalarn perencarlaan,
pelaksanaan dan pengawas€a pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

2. Kalurahan adalatr desa di wilayah Daeratr Istimewa Yogzakarta
yang merupakan kesaflrarL masyarakat hukum yang memiliki
bafa.s wilayah yang berwenang rrntrrk rnengatur dan rnengurus
IJrusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usr:.l, dan/atau
hak tradisional yang dialmi dan dihorrnati dala:n sistem
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L2.

pemerintahan Negara Kesa.trran Republik Indonesia"
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjut-
nya disingkat LPMK adalah lembaga yartg dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan
dalam menarnpung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.
Rukun Tetangga yang selanjrrtnya disingkat RT adalah
organisasi rnasyarakat yarag dibentuk rnelalrri rnusyawarah
mufakat masyarakat setempat dalam rangka rnemelihara dan
melestarikan kerukrrnan kehidupan rnasyarakat antar tetangga
berdasarkan kegotong-royongan dan kekelrrargaan.
Pemberdayaan dan Kesejahtera.a:: Keh:arga yang selanjutnya
disingkat PKK adatah salah safi-l lembaga kemasyarakatan
Kaluratran yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam
bidang pemberdayaan kesejahteraan kehrarga yalag berada di
tingkat Padukuhan dan rrrkun tetangga yang
mengoordinasikan kelornpok dasawisma.
Tim Penggerak PernberdayaarL dan Kesejahteraan Keluarga
Kaluratran yang selanjrrtnya disebut TP PKK Kalurahan adalah
rnitra kerja Pernerintah Kahrrahan dan organisasi/lembaga
kernasyarakatan lainnya, yallg berfungsi sebagai fasilitator,
pereflcar.a, pelaksana, pengendali dan penggerak rrntrrk ter-
laksananya prograrn PKK d.i Kalurahan.
Karang Tarrrna adalah organisasi yarrg dibentuk oleh
masyarakat sebagai wadah generasi mrrda Lrnfirk mengern-
bangkan diri, trrmbrrh, dan berkembanrg atas dasar kesadara:r
serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untu.k generasi
muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial
bagr masyarakat.
Pos Pelayanan Terpadr-r yarrg selanjrrtnya disebut Posyandu
adalah salah satrr benftrk upaya kesehatan bersr:.mber daya
masyarakat yar:.g dikelola dan diselenggara.kan dari, oleh,
rrntuk dan bersama masyarakat dalarn penyelenggaraafr
pembangun-an kesehatan, guna mernberdayakan masyarakat
dan mem-berikan kemr-rdahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatafr dasar untuk rnempercepat
penurunan arrgka kematian ibu dan bayi.
Peraturan Kalurahan adalah peraturan yaflg dibuat oleh Luratt
dengan kesepakatan bersafrra Badan Perfnrrsyawaratan
Kaluratran.
Pemerintahan Kalrrrahan adalah penyelenggaraan rJrusall
pemerintahan da:e kepentingan rnasyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatrrafr Republik Indonesia.
Pemerintah Kahrratran adala}l Lurah d"ibanfir Pamong
Kalurahan sebagai u,nsur penyelenggara pemerintahan
Kalurahan.
Lrrrah adalah sebr:tan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa
Yograkarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang
rnempu.nyai wewen€ulg, tr:gas datr kewqjiban untrrk filenye-



lenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan
tugas dari Pernerintah dan Pemerirttah Daerah.

13. Parnong Kalurahan adatah t:arna lain Perangkat Desa di
wilayah Daerah Istirnewa Yograkarta rnerupakan l;nslLr
pentrnjang yarlg rnernbantra Lrrrah dalarn perr5^rsLlnan
kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan
ur:.slrr pendrrkung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan u.nsur
kewilayahan.

14. Badan Permusyawaratan Kalrrrahan yarag selanjutnya disebrrt
Barnr-rskal adalah lembaga yarlg melaksanakan fungsi
pernerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Ka}-r.ratran berdasarkarr keterwakilan wilayalt dan
di.tetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Maksud ditetapk€m.nya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan
pedoman bagi masyarakat.

Pasal 3

Tr-1iuan ditetapkanya Peratr-ran Kalurahan ini untuk mewujudkan:
a. Tertib pelaksanaan pernbentukan LKK; dan
b. LKK sebagai rnitra Pemerintah Kalurahan dengan

mengedepankan partisip asi masyarakat da-lam pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

(1)

(21

Pasal 4
LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintatr Kaluraharr dan
rnasyarakat.
Lr:rah rnemfasilitasi terbentuknya LKK.

Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rneliputi :

a. LPI\ZTK;

b. RT;
c. TP PKK;
d. Karang Tan-rna; dan
e. Posyandrr.

Pasal 6

(1) LKK bertr-r.gas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :

a. melakrrkan pemberdayaan masyarakat;
b. ikut serta dalam perenc€l.naalr dan pelaksanaan

pehbangunan; dan
c. meningkatkan pelayanall masyarakat.

t')\ T-\alar.n r-na1 a1:canal:ar, trrrra.r cehacrair.nan q rlirnqlzr:rrr{ nqri a a:.rqt
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(1), LKKmemiliki fungsi:
a. men€unpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan rnemuptrk rasa persatuan dan kesatrran

masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan rh.ernpercepat pelayanan peme-

rintah Kalurahan kepada masyarakat;
d. rnen5n-rsun rencana, melaksanakan, mengendalikan, me-

lestarikan, danr mengembangkan hasil pembangunan secara
partisipatif;

e. n:rennmbrrhkan, rnengernbangkan, dan rnenggerakkan pra-
karsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong
masyarakat;

f. neeningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan krralitas srrmber daya manrrsia.

Pasal 7
Dalam melaksanakan trrgas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 6 LKK melaksanakan kegiatan untrrk mempercepat
terwr{udnya kesejahteraan masyarakat melah-r.i peningkatan peran
serta. ma.syarakat dalarn :

a. peningkatan pelayanar. ma.syarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembanguna-f4
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuha:r dan

kondisi masyarakat setempa!

BAB III
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Bagiarr Kesattr
Keduduka::, Trrgas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah
Kalurahan dalarn aspek perencana€ul, pelaksanaan dan
pengendalian pembangun€ul.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalura-han dalam hal :

a.. menJrusun rencana pernbangr-lnaiL secara partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
c. rnelaksanakan dan rnengendalikan pembangunan; dan
d. melaksanakan uru.san keistirnewaa-n di Kalurahan.

! Pasal 10

Fungsi LPMK membantu. Pemerintah Kalurahan dalam hal:
a.. penampu.ngan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam

pembangunanr;
1- A^a^-^#^* J^- 

-o*tt*tt1-^- 
rA^A *a+aa4rrafr J^- l-oo^{tt^a



masya-rakat daram kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
Kalurahan kepada masyarakat;

d. penlnrsunan rencarf.a, pelaksarlaans., pelestarian dan pengem-
bangan hasil- hasil pemban'gunan secara partisipatif;

e. penrrrnbuhkernbar.gan dan penggerak prakarsa, partisipasi,
serta swadayagotong royong masyarakat;

f- penggali, pendayagurraarr., dan pengembangan potensi surnber
daya alarnserta keserasian lingkungan hidrrp; dan

g. pelaksanaan r-Lrusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian I(edua
Kepenguru.san

Pasal 1L

(1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :

a.. Ketr-la dan Wakil Ketu.a, sebagai u.nsur pirrrpinan.
b. Sekretaris, sebagai unsu.r pembantu pirnpinan dalam

p enyelen ggaraarl adrnini str asi ;
c. Bendahara, sebagai u.nsur pembantu pimpinan dalam

penyelenggaraar administrasi keuangan; dan
d. Seksi-seksi, sebagai u.u.sur pelaksana.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hunrf e,
meliprrti:
a. Seksi Sararr.a dan Prasarana;
b. Seksi Perekonomian;
c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
d. Seksi Ket6nter€unan dan Ketertibafr;
e. Seksi Pemberdayaan Perernprran dan Perlindrrngan Anak;
f. Seksi Pemu.da da:r Olatrraga;
g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlatr kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 12

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi rrntuk dapat dipilih rnenjadi
penguruslPMK adalah :

a.. bertakrnra kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di

wiLayah Kalrrrahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda
' Penduduk (KTP).

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undarrg Dasar 1945;
d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atam sudah

kawin;
e dartal rnernlrarte dan rnerrrrlis,'dan



f. bersedia menjadi pengrrrus, dibulrtikan dengan Surat
Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

(2) Pengr:.rrrs LMPK bukan rnerupakan pejabat Lural., pamong
Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bogian Keempat
Mekanisme Pembentrrkan Pengunrs

Pasal 13

(1) Pengums LPMK merupakan anggota LPMK utrrsan dari
masing-masing Padukuha:e, yang dipilih berdasarkan hasil
rnusya-warah mufakat masyarakat Padr-rkrrhan.

(2) Pernilihan pengLtrus LPMK dilakukan melalui mr.lsyawaral:
anggota secara demokratis dengan meflgutamakan musya-
warah mufbkat.

(3) Masa tlakti pengurus LPMK selama 5 (lirna) tahun dan da.pat
dipilih kembali.

(4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian l(elima
Pemberhentian

Pasal L4

(1) Pengunrs LPMK berhenti karena :

a-. beraktrir masa jabatannya;
b. rneninggal drrnia;
c. atas permintaan seradiri; atau
d. diberhentikan.

(2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d karena :

a. pindah ternpat tinggal ke Kaltrrahan lain; atau
b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurrrs LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

(1) Pengurrrs LPMK yang berhenti sebelrrm habis rnasa jabatannya
digantikan oleh penguru.s antar waktu dari Padukuhan asal.

(21 Pengganti antar waktrr sebagaimarra dimaksud pada ayat (1)
ditrrnjtrk berdasarkan trasil rnusyawarah rnufakat penglrms
LPMK atas r:sul Drrkutr setempat.

(3) Pergantian antar waktrr pengJ-rrLrs LPMK ditetapkan dengan
Keprrtusan Lurah.

BAB IV
POKGIAT LPMK
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi



Pasal L6

Pokgiat LPMK berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh
dalam aspek perencanaa.r:r., pelaksanaa-n, dan pengendalian pem-
bangunan.

Pasal L7

Tugas Pokgiat LPMK membantu Dukuh dalam hal :

a. menJrusun rencar.a pembangunan secara partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong rtrasyarakat;
c. melaksanakan dan rnengendalikan pernbang\rnan

Padukuhan; dan
d. melaksanakan uflrsan keistimewaan di padukuhan.

tingkat

Pasal 18

Fungsi Pokgiat LPMK rnembantu Dukuh dalam hal:
a. penarnpu.ngan dan penyalura:r aspirasi masyarakat dalam

pembangunan;
b. penanat:lan da:e pem.u.pukan rasa persatuan dan kesatu.an

masyarakat dalarn kerangka rnemperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
Kalurahan kepada masy ar akat;

d. penJnrsunarT. rencana, pelaksar3.aarl, pelestarian dan pengem-
bangan hasil- hasil pernbanglrnan seca.ra partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi,
serta swadayagotong royong masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi srrmber
daya alarnserta keserasian linglnrngan hidup; dan

g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Padukuhan.

Bagian Kedua
Kepenguru.san

Pasal 19

(1) Srrsunan pengtrrus Pokgiat LPMK terdiri dari :

a. Ketua dan Wakil Ketr:a, sebagai uflsu.r pirnpinan.
b. sekretaris, sebagai urnsu"r pembantu pirnpina:: dalam

p enyelen ggaraarr adrninistrasi ;
c. Bendahara,, sebagai rlnslrr pembafrtu pimpinan dalam

perryelen ggaraan administrasi keuangan; dan
d. Seksi-seksi, sebagai uhsur pelaksana.

(2) Jumlah kepengurusar. Pokgiat LPMK disesuaikan dengan
kebutuhan.

Bagiarr Ketiga
Persyaratan Penguru.s



Pasal 2O

(1) Persyaratan yang han:s dipenuhi rlntr-rk dapat dipilih menjadi
pengurus PokgiatLPMK adalal :

g. bertakwa kepada Ttrhan Yang Maha Esa;
h. Warga Padukrrhan seternpat dan bertempat tinggal di

wilayah Padr-r.krrhal, dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).

i. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar L945;
j. bertsia paling rendah 20 (dua puluh) tahrrn atau sudah

kawin;
k. dapat membaca dan menulis;dan
1. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat

Pernyataan Kesediaan menj adi pengurus.
{2) Pengr-lrus Pokgiat LMPK bukan mempakan pejabat Lrrra}t,

Parnong Kalrrra-han dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Mekanisrne Pembentukan Pengj.rrrrs

Pasal 2L

(1) Pengums Pokgiat LPMK merupakan anggota Pokgiat LPMK
utrrsan dari masing-masirtg wilayah RT, yarrg dipilih ber-
dasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padrrkuhan.

(2) Pemilihan pengurus Pokgiat LPMK dilakukan melalui
mu.syawaratr anggota secara demokratis dengan mengutalTla-
kan musyawarah mufakat.

(3) Masa bakti pengurus Pokgiat LPMK selama 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kernbali.

(4) Pengurus Pokfliat LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentiarr

PasaT 22

(1) Pengtrrus Pokgiat LPMK berhenti karerr'a :

a. berakhir masa jabatanrlyal
b. meninggal drrnia;
c. atas perrnintaan sendiri; atatr
d. diberhentikan.

(2) Pengurus Pokgiat LPMK diberhentikan sebagainrana di-
maksrrd pada ayat (1) huruf d karena :

a. pindah tempat tinggal ke Padukuhan lain; atarr
b. tidak lagr memenrrhi syarat sebagai Penglrrrrs Pokgiat

LPMK.
:

Bngian Keenam
Perga::tian Antar Waktu



Pasal 23
(1) Pengurus Pokgiat LPMK yarlg berhenti sebeh.lm habis rnasa

jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu. dari
Wilayah RT asal.

(21 Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)
ditunjuk berdasarka:: hasil musyawarah mufakat pengurus
Pokgiat LPMK atas rrsul Dukuh setempat.

(3) Pergantian antar waktu pengurus Pokgiat LPMK ditetapkan
dengan Keprrtusan Lurah.

BAB V
RT

Bagtan Kesatu
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi

Pasal 24

RT berkedr-rdukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam
rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan
kegotongroyongan dan kekelrrargaan.

Pasal 25

RT bertugas :

a.. mernelitrara kenrkrrnan hidup antar tetangga;
b. membantu menjalankan trrgas pelayanan kepada masyarakat

yaJag rrr-enjadi tanggung jawab Pemerirrtah Kalurahan;
c. menJnrsu.n rencana da:: melaksanakan pembangunan

dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan
swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan

d. melaksa:rakan tr-lgas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau
Dukuh.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, RT melaksanakan fungsi LKK sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagtan Kedua
Pembentu.kan, Penggabu.ngari, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 27

(1) Pernbentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh)
Kepala Keluarga.

(2) Pembentukan, penggabllnga::, dan/atau penghapu.sarr RT
rnemperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padu-
kutran rnasing-masing.

(3) Peqpbentukan, penggabu.ngEul, dan/atau penghapu.s€u1 ItT di-
tetapkan dengan Peratrrran Kalurahan.

(4) Pembentukan, penggabu.ngan, dan/ atau penghapusarl RT
dapat diusulkan oleh masyarakat atam prakarsa Pemerintah
Kalrrrahan.



(5) Pembentukan, penggabu.ngan, dan/atau pengha.pu.s€r.rr RT
hartrs mendapatkan persetr4ju€ur. dari selumh warga yang
dinyatakan dalam surat Pernyataan persetr4iu.an yang
ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.

(6) Pembentrrkan, penggabungart, dan/atarr penghaplrsan RT
ha:rrs mendapatkan persetrrjtl€r.n Panewu.

(71 Permohonan persetr4jr-r€u3. Panewu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diqiukan diajukan secara tertulis sebelum peng4jukan
rancangan Peratrrran Kalural..an kepada Bamrrskal, dengan
dilampiri :

a". Surat Pernyataan Persetr.rju€ul yaflg ditandatangani oleh
seluruh Kepala Kelrrarga, pada wilayah RT yang akan
dibentrrk, digaburg, dan/atau dihapus;

b. Peta batas linglmngan RT yang terbentrrk baru dan rencana
penornoran RT.

Bagian Ketiga
Sr:.sunan Pengums

Pasal 28

Srrsuna:: pengurus RT terdiri dari :

a.- Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahffa; dan
d. Seksi-seksi sesrrai dengan kebutr-rhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 29

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi unflrk dapat dipilih menjadi
pengurus RTterdiri atas :

a.. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT
setempat,dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. ber*r-rsia paling rendatr 20 (dua puluh) tahun atau sudah

kawin;
d. dapat ra.errrbaca dan menrrlis; dan
e. rnendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

(2) Pengums RT bukan pejabat Lrrrah, Parnong Kalr:rahan, dan
anggotaBamuskal.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentu.kan Pengurus

! Pasal 3O

(1) Pengunrs RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT
seternpat dalam mrrsyawarah mrrfakat.

(2) Pembentrrkan pengu.rus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya



dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.

(3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali.

(4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak
untuk seluruh RT di Kalurahan.

(5) Lrrrah dapat memperpalajang masa bakti pengurus RT
dalam rangka pembentrrkan pengurus RT secara serentak
sebagai-mana dirnaksud pada ayat (4).

Bagian l(eenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 31

(1) Pengurus RT berhenti karena:
a-. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal drrnia;
c. atas permintaara sendiri; dan
d. diberhentikan.

(21 Pengums RT diberhentikan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) hunrf d,karena :

a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan;
atam

b. tidak la# memenr-r.hi syarat-syarat menjadi Penglrus RT.

Bagran Ketr.{uh
Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasa1 32

(1) Pengufus RT yang berhenti sebelrrm berakhir frrasa
yarrgRTjabatannya digantikan antar waktr: oleh Anggota

mernenu.hi persyaratan.
(2) Pergaretian antar waktrr Pengurus IfT dilaktrkan

musya-waratr mrrfakat dan trasilnya disampaikan
Lurah melalui Dukuh.

(3) Pemberhentian pengUru.s dan pergalltia"fl antar waktu
Pengurus RTditetapkan dengatr l(eputusan Luratl.

BAB VI
TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentrrkan, Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi

Pasal 33

(1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di
Ka{uratrarr.

t2) Lrrrah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) membentrrk TP PKK Kalurahan"

(3) TP PKK Kah*rahan sebagairnar:a dirnaksud pada ayat {2\
berkedrrdukan di Kalurahan dan rrrerupakan rnitra pemerintatr

melalui
kepada



Kalurahan dalam
kesej atr.teraan kelrrarga.

pemberdayaan dan peningkatan

Pasal 34

T\rgas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam
hal:
a. pendataan potensi kelrrarga dan masyarakat; dan
b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10

(sepuluh) prograrn pokok PKK.

Pasal 35

Furrgsi TP PKK Kalurahan membanftr Pemerintal: Kaluraha:r
dalarn hal:
a-. menghimpuf,, menggerakkan dan membina potensi

masyarakat rrntrrk terlaksananya 1O (sepulrrh) prograrn pokok
PKK;

b. merenca.ILakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi
pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesr-Lai dengan
kebutuhan masyarakat;

c. rnernberikalt pernbinaan yarag meliprrti penSnrlrrhan, pelatitran,
bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang
sampai dengan kelompok dasa wisma;

d. melalnrkan su.penrisi, advokasi dan pelaporan secara
berjenjang terkait Gerakan PKK; dan

e. rnenam.pulrg dan rnenyalrrrkan aspirasi rnasyarakat.

Bagian Kedua
Kepenguru.san

(1)

(2)
(3)
(4)

Pasal 36

Susrrnan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :

a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsu.r Pimpinan.
b. Sekretaris sebagai ul:sur Pembarttu Pirnpinan dalam

p enye -lenggaraan administrasi ;

c. Bendahara sebagai unsttr Pembantu Pimpinan dalam
bidang adrninistrasi kerrangan; dan

d. Kelompok Kerja sebagai r-rnsu.r pelaksana.
Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/srrami Lurah.
Wakil Ketr"ra TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
Dalam hal Lurah tidak/belrrm mernpu.nyai isteri/suami
dan/atau Carik tidak/belu.rte mempunyai istri/suami, atan:
karena sebab tertentu istri/suami Lr:.rah dan/atan"r. istri/suarni
Carik tidak dapat melaksarrakan trrgasnya, Ketr-ra TP PKK
dan/atarr Wakil Ketr"la TP PKK ditr:.njuk dari salah satrr
anggota TP PKK Ka}.rrahan yan'g disepakati dan
mendapatkan persetu.itl€Ln Lurah.
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

rneliputi :

a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan

(s)



Pengamalan pancasilada' bidang Gotong Royong;
b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang ' pendidikan,

Ketramp ilanr, serta pengembangan kehid upan berkoperasi;
c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang pangan, sandang,

Perumahan danTata laksana l?.umah Tangga; dan
d. Kelompok Keda IV, meliputi bidang Kesehatan,

pelestarian lingkunganhidup dan perencanaan sehat.
(7) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok pKK

Padulnrhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok
dasawisrna.

Pasal 37

(1) Jumlah kepengurusan TP PKK Katurahan disesuaikan dengan
kebutuhan.

(2\ Susunan kepengurrsan TP PKK sebagairnana dimaksred pada
ayat (1) ditetapkan dengan Kepr-r.tr-lsan Lrrratr.

(3) Kepr:tr-lsan Lrrrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat rinciantugas dan ftrngsi TP PKK Kaluratran.

Pasa1 38

(1) Kelornpok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (6) berhimpun dalam kelompok
dasawisrna.

(2) Kelompok dasawisma sebagaimarla dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 1O (sepuluh) rumah sesrrai kondisi lingkungan
masing-rnasing.

(3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dikoordinir oleh 1 (satu) orar.g kader yang berasal dari kelompok
yang bersangkrrtan.

(4) Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (A)
bertanggung jawabkepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.

(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Lrrrah.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 39

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adala-h. :

a.. warga Negara Indonesia yang seca.ra sukarela, mampu darr
peduli terhadap Gerakan PKK;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1,945;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atam sudah

kawin;
d. dapat membaca dan menrrlis; dan
e. rnefiandatangani srrrat pernyataan bersedia menjadi Penglrrus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan



Pasal 4O

(1) calon anggota pengu.rus Tp pKK Kalurahan diajukan dari
masing-masing padukuhan.

{2) Pemilihan pengu.ru.s TP PKK Kalurahan dilakukan melalui
mr-r.syawarah anggota secara dernokratis dengan
mengutamakan musyawarah mufakat.

(3) Pengurus TP PKK Katurahan ditetapkan d.engan Kepr.rtr-Lsan
Lrrrah.

(4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan
Lurah.

(5) Masa bakti pengurus Tp pKK Kalurahan selama 6 (enam)
tatrrn terhitungsejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

(6) sebelum melaksanakan trrgas pengurus Tp pKK Kalurahan
dilantik olehlurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 41

(1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
a.. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. atas perrnintaan sendiri; atam
d. diberhentikan.

(2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana
dimaksud padaayat (1) huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tisa) bulan

secara bertunrt- turrt tanpa keterangan apaprrn; dan f atau
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengaditan yang

telah mbmperoleh kelnratan hukum tetap karena
melalnrkan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 42
(1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelrrm habis

masa jabatannyadigantikan oleh pengurus antar waktu.
(21 Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditut{ukberdasarkan hasil mrrsyawarah mufakat pengtrfus TP
PKK Kalurahan.

(3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan
ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
I(ARANG TARUNA

Bagran Kesafir
Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi



Pasal 43
(1) Karang Tarr.na merrpakan organisasi yang dibentuk oleh

rnasyarakat sebagai potensi dan sumber kesejalrteraan so sial.
(2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di daram

wilayatr turkrrmNegara Kesatrran Reprrblik Indonesia.
(3) Pada tingkat Padukukran dibentuk unit Karang Taruna

Padukrrhan.

Pasal 44

(1) Karang Taruna memiliki trrgas :

a-. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
dan

b. berperan aktif dalam pencegahan dan penarrggulangan
permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta
progra"m prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanaka:r tr:.gas sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) Karang Taruna bekerja sarna dengan Kalurahan.

(3) Kerjasama sebagairna:r.a dimaksud pada ayat (2) bersifat
preventif, rehabilitatif, rnau.pm3. rnelahri pengernbangan potensi
generasi muda di lingkungarrnya.

Pasal 45

Dalam merryelenggarakan trrgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) Karang Taruna lnernpunyai ftrngsi :
a-. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraa-n

keorganisasian dan administrasi Kesejahteraa:: Sosial Karang
Ta:rrna;

b. fasilitasi, ypto upaya mengernbangkan organisasi,
rneningkatkan kapasitas generasi mrrda, pemberian
kemr:.dahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan
masyarakat;

c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaia:: permasalahan
sosial yang ada di masyarakat;

d. kornrrnikasi, inforrnasi, dan edrrkasi, yaitrr upaya rnelalnrkan
komrrnikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi
kebijakan, progr€un, dan kegiatan Pemerintatr, pemerintah
daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;

e. pemanfaatan dan pengernba::garr teknologi, yaiflr upaya r:tet'rg-
optirrralkan penyelenggaraan organisasi dan prograrn kerja
melalui metode dan teknologi sesrrai dengan kebutrrha-rr
masyarakat dan perkernbangan teknologi;

f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela
generasi mtrda dan masyarakat yang dilanggar haknya, y€ulg
diberikan dalarn bentrrk penyadaran hak dan kew{iban, dan
pem'enrrhan hak;

g. rnotivasi, yaitrr u.paya rnemberikan semangat dan ns.emacu
pencapaian prestasi generasi muda;

h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial



1

d.engan kelornpok yang diberdayakan rnenggunakpn berbagai
srrmber dan potensi gu.narneningkatkan Kesejahteraan Sosial;
dan
pelopor, yaitrr upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan
kreativitas dalam Penyelenggaraqn Kesejahteraan Sosiat dan
pen gembangan generasi rnuda.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 46
(1) Keanggotaan Karang Taru.na rnenganrrt sisterfr stelsel pasif

yaitu setiap generasi rnuda berusia 13 (tiga belas) sarnpai
dengarr 45 (empat puluh lima) tahrrn otomatis anggota Karang
Taru.na.

(21 Keanggotaan Karang Taruria sebagaimana ditnaksud pada ayat
(1) berasal dari generasi mrrda di tingkat Kalurahan.

(3) Ketentrran meflgenai keanggotaan Ktrrang Taruna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalatn anggara.n d.asar dan
anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 47
(1) Susrrnan penglrnrs Karang Tamna terdiri atas :

a.. Kefira;
b. Wakil Kettra;
c. Sekretaris;
d. Bendal ffa; dan
e. Bidang-bidang sesuai kebufirhan.

(2) Jrrmlatr dan susu.natr. pengUrus Karang tamna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhafr berdasarkan
anggararl. da-sar dan anggarafl rrrnrah tanggA Karang Taruna.

Pasal 48

(1) Pengrrrrs Karang Taruna dipilih, ditetapk6n, dan disahkan
secararnusyawarah dan mrrfakat.

(21 Persyaratan yafrg trarus dipenutri unftrk dapat dipilih rnenjadi
penglrrus Kararig Taruna meliputi :

a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdornisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Tarrrna; dan
e. rnerniliki kemaman dan kemarnpu.an berorganisasi serta

aktif dalam kegiatan pengabdiafi masyarakat"
(3) Kepengurusan Karang Tan:na dikukuhkan oleh Lrrrah

dengan Keprrtrrsair Lrrrah.
(41 Kepenglrrusan Karang Taruna sebagairnana dimaksrrd pada

ayat (S)dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Ketentuan rnengerrai keorganisasian dan kepengurLlsar. serta



pengesahan dan pelantikan kepengun-rsan Karang Taruna, diatur
lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Karang Tamna.

Pasal 50

(1) Lrrrah berperan sebagai pernbina \lmu.m Karang Tarrna di
tingkatKalrrrahan.

(2) Sebagai pembina Lrmu.m Karang Tarr:na sebagaimana
dimaksrrd pada ayat (1) Lurah melakrrkan :

a,. kegiatan pembinaarl trmu.m Karang Taruna Kalurahan; dan
b. mernfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VIII
POSYANDU

Bagian Kesatr-l
Pembentukan, Keduduka:r, TUgas dan Fungsi

Pasal 51

(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara.
kelernbagaan dibina oleh Pernerintah. Kalrrrahan.

(21 Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
masyarakat secara musyawaratr mufakat.

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan
di setiap Padukrrhan.

(41 Posyandu sebagairnana dimaksrrd pada ayat (3) bersifat
fleksibel, dikembangkan sesrrai dengan kebutrrhan,
permasalahan dan kemarnpua-n sumber daya.

Pasal 52

(1) Posyandu memprrnyai tugas mengintegrasikan layanan sosial
dasarmasyarakat.

(2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)meliputi :

a.. pembinaal:- gizr dan kesehatan ibu dan anak;
b. pengendalian penyakit dan penyehatan linglmngan;
c. perilakrr hidrrp bersih dan sehat;
d. kesetratan lanjrrt usia;
e. Bina Keluarga Balita (BKB);
f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
g. percepatafr penganekaragainar. konsrrmsi pangan;
h. pernberdayaan fakir miskin, komrrnitas adat terpencil

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
i. kesehatan reprodtrksi rernaja; dan
j. peningkata:: ekonomi keluarga.

! Pasal 53

Untuk melaksanakan trrgas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
5O, Posyandrrrnempunyai ftrngsi :

a.. pendaftaran;



b. penimbangani
c. pencatatan;
d. pelayanan kesehatan;
e. pen5ruluhan kesehatan;
f. percepata.n penganekarag€unan pangan; dan
g. peningkatan perekonornian keluarga.

Bagian Kedua
Susunan Pengrrrus

Pasal 54
(1) susunan Pengurus posyandu paling sedikit terdiri atas :

a.. Kefira;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.

(2) Kepenglrrusa!. Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan
Keputu.san Lurah.

(3) sr"lsunan pengu.rus posyandr: sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesrrai dengan
kebutuharr., permasalahan dan kemampu.an sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurr-ls

Pasal 55
Persyaratan yang hanrs dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi
pengurus Posyandu meliputi :

a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di
Padukrtran setempat, yang mempunyai keped.u.lian dengan
kegiatan Posyandu;

b. berusia paling rendah lZ (traiuh belas) tahun;
c. dapat membaca dan menulis; dan
d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisrrte Pembentukan

Pasal 56
(1) Pemilihan pengurus Posyandrr dilalmkan secara d"emokratis

dengan rnengrrtamakan mu.syawarah mufakat di tingkat
Padulnrhan.

(2) Dukuh meng4iukan calon pengurus posyand.rr hasil
musyawarah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) kepada
Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Masa bakti pengu.rus Posyandu selama s (lima) tahun dan
dapat dipilih kernbali.

Bagian l(elima
Pemberhentian



Pasa1 57
(1) Pengurus Posyandu berhenti karena:

a-. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. atas permintaalr sendiri; atar"l
d. diberhentikan.

(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)humf c, karena:
a. pindah tempat tinggal dari Padulmhan yang bersangkutan;

atau.
b. tidak memenr-r.hi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus

Posyandu.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 58

(1) Srrmber pendanaan LKK bersumber dari :

a,. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. Swadaya Masyarakat; dxt/atam
c. Sumber dana lain yang sah da:: tidak mengikat.

(2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional
LKK dalarn APBKalurahan setiap Tal..rrn Anggaran.

BAB X
HUBUNGAN KERJA

Pasal 59

(1) Dalarn penyelenggara€u?. tugasnya LKK menerapkan prinsip
koordinasi, iritegrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal
dan horisontal.

(2) Setiap pimpina:: LKK bertangglrng jawab dalam memimpin,
memberikanbimbingan, petunjrrk, perintah, dan mengawasi
serta mengendalikan pelaksanaan tr.lgas setiap unsur
organisasi yang dipimpinnya.

(3) Hrrbu.ngan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XI
PEMBINAAN

(1)
(2t

Pasal 60

Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
Pemerintah Kalrrrahan melaksanakan pembinaan terhadap
LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui
pernberian pedornan, birnbingan, pelatihan, supervisi, dan
pendanaan.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61
Kepengurus€Ln LKK atau. dengan sebr.ltan lainnya yar.g sudah ada
pada saat berlakunya Peratrrran Kalurahan ini, dinyatakan
tetap berla-ku sampai berakhirnya masa jabatan penguru.s.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
ini rnrrlaiPeraturan Kah:.rahan

diundangkan.
berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetal:r:inya, merrlerintahkan penglrndangafl
Peratrrran Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di : Tirtosari
Pada tanggal : 28 Juni 2022

LURAH TIRTOSARI,

Ttd

LONGGAR
Diundangkan di : Tirtosari
Pada tanggal :

CARIK TIRTOSARI

Ttd

SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI I(APANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 02

Noreg Peraturan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek
I(abupaten Bantul: (.$ f /Tirtosari / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
An Carik

Pangripta,

ANTA, ST


